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Abstract: Overmacht (circumtances force) is one of reasons that can be proposed 
by a debtor to defend  themselves from breach of contract prosecution by a creditors. 
Overmacht is a state where the  debtor can’t meet achievement to creditors, caused 
the event are beuond his control and his  power. The key issue in overmacht is 
about who is at risk, if the achievement can’t be  implemented properly because 
overmacht. In reciprocal agreement, settlement in the overmacht  event based 
on the priciple of property. Debitors who do not carry out obligations because of 
 overmacht can’t required to pay compensation, but he will also will not be entitled 
to  kontraprestasi. 
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PendaHuluan
Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst, yang dalam 
istilah Inggris disebut contract. Sementara itu ada istilah perikatan yang me­
rupakan terjemahan dari verbintenis (Belanda). Perjanjian tidak sama dengan 
perikatan, namun perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. “Ove­
reenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya setuju atau sepakat. 
Jadi overeenkomst mengandung arti kata sepakat, sesuai dengan asas konsen­
sualisme yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek (BW)/Kitab Undang­Undang 
Hukum Perdata. Sedangkan verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang 
artinya mengikat. Dengan demikian, verbintenis menunjuk kepada adanya 
ikatan atau hubungan. Hal ini sesuai dengan definisi verbintenis sebagai suatu 
hubungan hukum”.1 
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Pengertian perjanjian (kontrak) dicantumkan dalam Pasal 1313 KUH­
Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
Bila dicermati definisi ini kurang jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut 
perjanjian. Di samping itu juga tidak tampak asas konsensualisme, karena satu 
pihak mengikatkan diri terhadap yang lain, harusnya saling mengikatkan diri. 
Sedangkan untuk kata perbuatan seharusnya perbuatan hukum. 
Menurut doktrin (teori lama) “perjanjian adalah perbuatan hukum ber­
dasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.2 Selanjutnya Salim 
HS mengutip dari Black`s Law Dictionary yang menyatakan bahwa "contract 
adalah An agreement between two or more person which creates an obligation to 
do or not to do particular thing”.3 Kontrak (perjanjian) diartikan sebagai per­
setujuan antara dua atau lebih orang yang menimbulkan suatu kewajiban untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak 
yang mengadakannya. Hubungan hukum ini memuat hak dan kewajiban yang 
ha rus dilaksanakan oleh masing­masing pihak, yang dalam hukum perjanjian 
disebut dengan istilah prestasi. Pihak yang harus memenuhi prestasi disebut 
debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur. 
Dalam suatu perjanjian sekurang­kurangnya ada satu orang kreditur dan 
satu orang debitur. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa 
kreditur dan debitur lebih dari satu orang. Dalam suatu perjanjian, kedudukan 
sebagai kreditur dan debitur tergantung pada jenis perjanjiannya.
Dalam perjanjian sepihak, satu pihak berkedudukan sebagai debitur saja 
dan yang lain adalah kreditur saja. Misalnya dalam perjanjian hibah, pemberi 
hibah adalah debitur karena mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang 
yang dihibahkan, namun tidak mempunyai hak. Sebaliknya penerima hibah 
ada lah kreditur karena mempunyai hak untuk menerima/menagih barang objek 
hibah tanpa ada kewajiban sebagai imbalan. 
Dalam perjanjian timbal balik, masing­masing pihak adalah kreditur seka­
ligus debitur karena masing­masing mempunyai hak sekaligus kewajiban. Seba­
gai contoh dalam perjanjian sewa menyewa. Penyewa mempunyai kewajiban 
untuk membayar harga sewa dan berhak atas kenikmatan objek yang disewakan. 
Sedangkan pemilik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang 
disewakan untuk dinikmati oleh penyewa, dan berhak atas pembayaran uang 
sewa. 
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Dalam suatu perjanjian, adakalanya terjadi hambatan dalam pemenuh an 
prestasi, dalam arti bahwa prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mesti nya. 
Hal ini mungkin disebabkan oleh kesengajaan/kelalaian debitur, dan dapat 
pula karena hal­hal di luar kemampuan debitur, misalnya terjadi bencana alam, 
jembatan putus, sakit, dan sebagainya. Debitur yang tidak memenuhi prestasi 
karena kelalaian dikatakan wanprestasi, sedangkan tidak dipenuhinya prestasi 
karena keadaan di luar kemampuan debitur disebut overmacht. 
Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengajukan beberapa 
tun tutan terhadap debitur, seperti tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan 
perjanjian, ataupun menuntut ganti kerugian terhadap debitur. Sedangkan 
overmacht akan berhadapan dengan soal resiko, yaitu siapa yang memikul 
kerugian dalam hal tidak dipenuhinya prestasi karena overmacht. 
Dalam perjanjian sepihak bila terjadi overmacht, resiko dipikul oleh 
kre ditur (si berpiutang). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1237 ayat 
(1) KUHPer yang menyatakan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk 
memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan 
dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang”. Misalnya dalam perjanjian 
hibah sebuah rumah, apabila rumah yang akan dihibahkan musnah karena gem­
pa, maka resiko ditanggung oleh penerima hibah yang berkedudukan sebagai 
kreditur. Artinya penerima hibah akan kehilangan haknya. 
Persoalan muncul dalam perjanjian timbal balik, siapakah yang memikul 
resiko dalam hal terjadinya overmacht? KUHPerdata tidak memberikan ke­
tentuan umum tentang hal ini. Beberapa pasal dalam KUHPerdata hanya 
meng atur tentang overmacht dalam perjanjian tertentu seperti jual beli dan 
sewa menyewa. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan dalam KUHPerdata 
tentang akibat overmacht dalam perjanjian timbal balik. 
PemBaHaSan
Perjanjian timbal Balik (Bilateral)
Salah satu perbedaan jenis perjanjian adalah perjanjian timbal balik dan 
perjanjian sepihak. “Beda perjanjian timbal balik (bilateral) dengan perjanjian 
sepihak (unilateral) hanya mengenai akibat perjanjian, tidak mengenai ter­
jadinya”.4 Kedua bentuk perjanjian ini termasuk perbuatan hukum bersegi 
dua, yaitu “perbuatan yang akibat hukumnya timbul karena pernyataan ke­
hendak dari dua pihak atau lebih”.5 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, 
perjanjian adalah perbuatan yang akibat hukumnya timbul berdasarkan ke­
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inginan dari minimal dua pihak. Oleh karena itu, kesepakatan merupakan un­
sur mutlak dalam perjanjian. 
“Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban 
bagi satu pihak saja”.6 Dalam perjanjian ini satu pihak mempunyai kewajiban 
saja, sedangkan pihak lain mempunyai hak saja. Beberapa contoh perjanjian 
sepihak seperti; pemberian hadiah, perjanjian hibah, penitipan tanpa upah, 
pin jam pakai dan sebagainya. 
Selanjutnya “perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak”.7 Dalam perjanjian timbal balik ma­
sing­masing pihak harus memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, dalam 
arti melaksanakan kewajiban yang dalam hukum perjanjian disebut dengan 
pemenuhan prestasi. Sebaliknya masing­masing pihak juga mempunyai hak 
se bagai kontraprestasi. Dengan demikian dalam perjanjian timbal balik, para 
pi hak berkedudukan sebagai kreditur sekaligus debitur. Kedudukan sebagai 
kreditur dalam hal hak menagih prestasi, dan debitur dalam kewajiban me­
menuhi prestasi. Perjanjian timbal balik misalnya; perjanjian jual beli, per­
janjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian tukar menukar 
dan lain­lain. 
Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian timbal balik, ada kewajib an 
yang harus ditunaikan yang dalam hukum perjanjian disebut dengan presta­
si. Misalnya dalam perjanjian jual beli, prestasi penjual adalah menyerahkan 
barang, sedangkan prestasi pembeli adalah membayar harga barang. Sebaliknya 
penjual berhak menagih pembayaran harga barang dan pembeli berhak menagih 
penyerahan barang. 
Prestasi dalam suatu perjanjian merupakan kewajiban debitur. Adakala­
nya pemenuhan prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini 
mungkin terjadi karena kesengajaan atau kelalaian debitur, atau karena keadaan 
memaksa (overmacht). 
Debitur yang tidak memenuhi prestasi karena kesengajaan atau kelalaian 
berada dalam keadaan wanprestasi. “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau 
la lai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian 
yang dibuat antara kreditur dan debitur”.8 Bentuk wanprestasi dapat berupa: 
Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak melaksanakan 1. 
apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Misalnya penjual tidak 
menyerahkan barang, atau pembeli tidak membayar harga barang. 
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Memenuhi prestasi tapi terlambat. Dalam hal ini debitur melaksanakan 2. 
pemenuhan prestasi, tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati da­
lam perjanjian. Sebagai contoh, seorang kontraktor harusnya menye le­
saikan pemborongan pekerjaan pada akhir Juni, tetapi baru selesai akhir 
Agustus. 
Memenuhi prestasi tapi keliru. Di sini pemenuhan prestasi yang dilakukan 3. 
oleh debitur, tidak sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Misalnya, 
seseorang memesan lemari dua pintu, tapi dibuat tiga pintu. 
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seper­4. 
ti melanggar kesepakatan untuk tidak menjual barang yang sama antara 
dua orang pemilik toko. 
Wanprestasi debitur akan berakibat timbulnya kerugian bagi kreditur. 
Oleh karena itu dalam hal terjadinya wanprestasi, undang­undang memberikan 
hak kepada kreditur untuk menuntut kepada debitur. Tuntutan yang dapat 
di ajukan oleh kreditur dapat berupa ganti kerugian, pemenuhan perjanjian, 
dan pembatalan perjanjian. 
Pasal 1236 KUHPerdata menentukan bahwa ”Debitur adalah wajib 
memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah 
membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan keben­
daannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya” 
Selanjutnya dalam Pasal 1239 KUHperdata dinyatakan bahwa “Tiap­tiap 
per ikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila 
debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam 
kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 
Ketentuan di atas mengatur tentang kewajiban debitur untuk membayar 
ganti kerugian atas kelalaiannya memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian. Na­
mun demikian sebelum mengajukan tuntutan, kreditur terlebih dahulu ha rus 
memberikan teguran atau memperingatkan debitur untuk memenuhi kewa­
jibannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai 
berikut, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
per ikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang (debitur) setelah di­
nyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu 
yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampauinya”.
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Pasal 1243 KUHPerdata mewajibkan kreditur untuk menegur atau meng­
ingatkan debitur untuk memenuhi kewajibannya. “Dalam hal debitur masih 
juga tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan olehnya, maka 
dengan ini sesungguhnya dapat dikatakan bahwa debitur tidak bermaksud 
untuk melaksanakannya, sehingga layaklah jika debitur dikenakan sanksi berupa 
kewajiban (tambahan) berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga”.9
Di samping tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadinya wanprestasi, 
kreditur dapat pula menuntut pemenuhan prestasi bila masih ada manfaatnya, 
atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut. 
Pengertian Overmacht
Istilah overmacht berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke da­
lam istilah Indonesia dengan keadaan memaksa. Dalam bahasa Inggris disebut 
dengan istilah force majeure. “Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika 
debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya 
kejadian yang berada di luar kekuasaannnya, seperti gempa bumi, banjir, tanah 
longsor, dan lain­lain”.10 
Overmacht merupakan salah satu alasan yang dapat dikemukakan oleh 
debitur untuk membela diri dari tuntutan wanprestasi oleh kreditur. KUH­
Perdata mengatur tentang overmacht (keadaan memaksa) pada buku III Pasal 
1244 jo Pasal 1245. Ketentuan pasal ini berhubungan dengan penggantian 
biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. “Kedua pa­
sal ini ditempatkan dalam bagian KUHPerdata mengenai ganti rugi. Dasar pe­
mikiran pembuat undang­undang ialah keadaan memaksa adalah suatu alasan 
untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi”.11 
Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa “Jika ada alasan untuk 
itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila ia 
tidak dapat membuktikan bahwa tidak atau tidak pada waktu yang tepat di­
laksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun 
tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad 
buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa 
de bitur tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian jika tidak dipenuhinya 
prestasi disebabkan keadaan memaksa. 
Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdata disebutkan bahwa “Tidaklah 
biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantasan keadaan memaksa 
atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang (debitur) berhalangan 
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memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal­hal yang 
sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Ketentuan pasal di atas dapat 
dijelaskan sebagai berikut; 
Debitur dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi, dan bunga (ganti 1. 
kerugian), apabila dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai me­
laksanakannya. Dalam hal ini debitur berada dalam keadaan wanpres­
tasi. 
Debitur tidak dapat dituntut membayar ganti kerugian, apabila ia dapat 2. 
membuktikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi tersebut karena suatu 
hal yang tak terduga dan berada di luar kemampuan debitur. Di sinilah 
di katakan bahwa debitur berada dalam keadaan overmacht (keadaan 
memaksa). 
Menurut undang­undang ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk 
keadaan memaksa yaitu; 
Tidak memenuhi prestasi1. 
Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur2. 
Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat diper­3. 
tanggungjawabkan kepada debitur12
Dengan demikian, hanya debiturlah yang dapat mengemukakan adanya 
suatu keadaan memaksa, karena debitur yang dituntut untuk memenuhi pre­
stasi. Oleh karena itu, debitur pula yang harus membuktikan adanya keadaan 
memaksa. 
Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tidak lagi mempunyai daya 
kerja. Dalam hal ini maka; 
Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi. 1. 
Kreditur tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai, dan 2. 
karena itu tidak dapat menuntut. 
Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. 3. 
Pada perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kon­4. 
traprestasi.13 
Pada dasarnya keadaan memaksa dapat dibedakan atas keadaan memaksan 
absolut dan keadaan memaksa relatif. “Keadaan memaksa absolut adalah suatu 
keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya 
(perikatannya) kepada kreditur”14 Misalnya A menjual rumah kepada B. Ketika 
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akan dilakukan penyerahan, rumah itu roboh karena gempa, maka dalam hal 
ini A sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada B. 
Selanjutnya “keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menye­
babkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pe­
lak sanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang 
besar, yang tidak seimbang”.15 Sebagai contoh, Seorang penyanyi sudah menan­
datangani kontrak untuk suatu pertunjukan. Ketika akan tampil anaknya sakit 
keras, sehingga meskipun masih ada kemungkinan untuk memenuhi kontrak, 
tetapi praktis melalui pengorbanan yang sangat besar. 
Pembedaan antara overmacht absolut dan overmacht relatif merupakan 
turunan dari teori tentang overmacht (keadaan memaksa). Dalam sejarah pe­
mikiran tentang keadaan memaksa, terdapat dua ajaran yaitu; 
Ajaran yang objektif (1. de objectieve overmachtsleer) atau overmacht absolut. 
Ajaran yang subjektif (2. de subjectieve overmachtsleer) atau overmacht re la­
tif.16 Dalam overmact yang objektif (absolut), pemenuhan prestasi tidak 
mung kin dilaksanakan oleh siapapun juga (imposibilitas). Misalnya jika 
objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak 
mungkin akan melakukan penyerahan. Ketentuan tentang ini dapat dibaca 
dalam Pasal 1444 KUHPerdata bahwa “Jika barang tertentu yang menjadi 
objek persetujuan (perjanjian) musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan 
atau hilang sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah 
barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah 
atau hilang di luar salahnya si berutang (debitur), dan sebelum ia lalai me­
nyerahkannya.
Pada overmacht yang subjektif (relatif), debitur masih mungkin memenuhi 
pres tasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (difficulties). 
Ar tinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat 
memenuhi prestasinya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan ya­
itu; 
Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada 1. 
pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang. 
Secara teorits pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menim­2. 
bulkan banyak kesulitan. 
Overmacht dapat bersifat tetap dan dapat pula bersifat sementara. “Jika 
overmacht (keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali”.17 
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Misalnya musnahnya barang yang akan diserahkan. Sedangkan “jika keadaan 
memaksa bersifat sementara, perjanjian tidak berhenti sama sekali, melainkan 
hanya ditunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian berlaku 
(bekerja) kembali”.18 Sebagai contoh, adanya larangan mengekspor barang da­
lam jangka waktu tertentu. Apabila larangan ini dicabut, maka perjanjian kem­
bali mempunyai daya kerja, sehinggga prestasi harus dilaksanakan. 
Overmacht dapat dikatakan sebagai alasan pembenar dan alasan pe­
maaf, yaitu “alasan yang mengakibatkan debitur yang tidak melaksanakan ke­
wajibannya sesuai perikatan pokok/asal, tidak diwajibkan untuk mengganti 
biaya, kerugian, dan bunga”.19 Alasan pembenar adalah alasan yang berhu­
bungan dengan ketidakmampuan objektif dari debitur untuk memenuhi per­
ikatan yang ada. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang berhubungan 
dengan ketidakmampuan subjektif dari debitur dalam memenuhi perikatan. 
Alasan pembenar termasuk overmacht absolut, sementara alasan pemaaf ada­
lah overmacht relatif. 
Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus 
dipenuhi tiga syarat yaitu; 
Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah1. 
Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain2. 
Ia tidak menanggung resiko3. 
resiko dalam Overmacht
Overmacht berkaitan erat dengan persoalan resiko. Pengertian resiko da­
lam hukum perikatan berbeda dengan resiko dalam istilah sehari­hari. Dalam 
hu kum perikatan, istilah resiko mempunyai pengertian khusus. “Resiko adalah 
suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung kerugian apabila debitur 
tidak memenuhi prestasi dalam keadaan overmacht”.20 
Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kela­
laiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Akan 
tetapi lain persoalannya jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan de­
bit ur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ajar­
an resiko menentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (over­
macht). 
Dalam perjanjian sepihak, resiko dalam hal terjadinya overmacht diatur 
dalam Pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Dalam perikatan 
untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak per­
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ikat an dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang (kreditur)”. Isi pasal ini 
me nen tukan bahwa dalam perjanjian sepihak, apabila tidak dipenuhi prestasi 
ka rena overmacht, maka resiko ada pada kreditur. Di samping itu Pasal 1444 
KUHPerdata menentukan pula bahwa “apabila barangnya musnah, tidak lagi 
dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus, jika hal itu terjadi di 
luar kesalahan debitur”. Dalam hal ini, debitur tidak lagi mempunyai kewajiban 
untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya. 
Berkenaan dengan resiko dalam perjanjian timbal balik, ketentuan umum 
dalam buku III KUHPerdata tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu 
penyelesaiannya didasarkan pada asas kepatutan. Asas ini dimuat dalam Pasal 
1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat 
untuk hal­hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala 
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 
dan undang­undang”. 
Bila para pihak tidak memperjanjikan penyelesaian tentang overmacht, 
maka dapat dipedomani asas kepatutan. 
Dalam hal yang berkaitan dengan resiko overmacht dalam perjanjian 
timbal balik, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1545 yo 
Pasal 1553 KUHPerdata. Pasal 1545 KUHPerdata menentukan “Apabila se­
suatu barang tertentu yang diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya, 
maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa dari pihak­pihak yang 
telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah di­
berikannya dalam tukar menukar”. 
Pasal di atas mengatur tentang overmacht dalam perjanjian tukar menukar 
yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian tukar menukar, 
bila barang milik salah satu pihak musnah di luar kesalahannya, maka lawan 
pihak yang sudah terlanjur menyerahkan barang yang akan ditukarkan dapat 
menuntut pengembaliannya. Misalnya, A mengadakan perjanjian dengan B 
untuk tukar menukar seekor sapi dengan 25 gram emas. A sudah menyerahkan 
25 gram emas. Ketika B akan menyerahkan sapi, sapi tersebut mati disambar 
pe tir. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1545 KUHPerdata, maka A dapat me­
nuntut kembali 25 gram emas yang sudah terlanjur diserahkan. 
Apabila ditinjau dari asas kepatutan, maka memang sudah sepantasnya se­
seorang yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, tidak pula akan 
menerima kontra prestasi. Demikianlah yang adil dan pantas serta sejalan de­
75Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2012
Elfiani
ngan nilai­nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya A tidak berhak pula 
menuntut ganti kerugian. 
Selanjutnya Pasal 1553 KUHPerdata mengatur tentang overmacht dalam 
perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 menentukan bahwa “Jika selama waktu 
sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang 
tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”. Akibat overmacht 
da lam hal ini adalah bahwa perjanjian sewa akan berakhir dengan sendirinya. 
Misalnya, A menyewa rumah kepada B untuk masa satu tahun. Setelah ber­
jalan enam bulan, rumah itu terbakar di luar salah A sebagai penyewa, maka 
per janjian sewa akan berakhir karena itu. 
Di samping ketentuan Pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdata, satu pasal 
lagi yang mengatur tentang resiko overmacht dalam perjanjian timbal ba­
lik adalah Pasal 1460 KUHPerdata. Ketentuan pasal ini berbeda dengan apa 
yang sudah diatur dalam dua pasal sebelumnya. Pasal 1460 KUHPerdata me­
nyatakan sebagai berikut, “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu ba­
rang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas 
tanggungan si pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan, dan si penjual 
berhak menuntut harganya”. 
Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata membebankan resiko atas rusak atau 
musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. 
De ngan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena overmacht sebelum 
di serahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga 
barang tersebut. 
Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1460 KUHPerdata berbeda bahkan 
dapat dikatakan bertentangan dengan perjanjian tukar menukar dan sewa me­
nyewa. Apabila ditinjau dari asas kepatutan, tidak patut dan tidak adil orang 
yang tidak menerima barang, tetapi tetap diharuskan membayar harganya. 
Oleh karena itu, Pasal 1460 KUHPerdata dihapuskan melalui SE MA No 3 
Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap KUHPerdata tidak sebagai undang­
undang. Selanjutnya “di dalam menggunakan ketentuan­ketentuan yang 
mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, para ahli sepakat untuk 
menggunakan pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdata sebagai pedoman”.21 
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PenutuP
kesimpulan
Overmacht adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi 
prestasi karena sebab yang tidak diduga dan di luar kesalahan debitur. Akibat 
dari overmacht khususnya dalam perjanjian timbal balik adalah:
Debitur tidak harus membayar ganti rugi 1. 
Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hu­2. 
kum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi. 
Dalam 3. overmacht yang bersifat sementara tidak menghapuskan perjanji­
an, tetapi hanya menunda pemenuhan prestasi. 
Saran
Overmacht pada hakekatnya mendekati faktor kejujuran dalam hu kum. 
Kejujuran dalam hukum akan mengakibatkan bila ada keadaan memaksa akan 
mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. 
Untuk menghindari kemungkinan timbulnya konflik dalam hal terjadinya 
ke adaan memaksa, sebaiknya para pihak yang mengadakan perjanjian, men­
cantumkan dengan tegas dalam perjanjian mereka tentang ketentuan over­
macht. [ ]
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